BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

Menimbang : a.bahwa Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 51
Tahun 2020 tentang Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 57
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Bangka Selatan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan
Pemerintah  Kabupaten Bangka Selatan, perlu
disesuaikan guna mendukung upaya pencegahan
korupsi pemerintah daerah melalui Monitoring
Controlling Surveillance for Prevention Komisi
Pemberantasan Korupsi (MCSP KPK);

b.bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Bangka Selatan tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 51
Tahun 2020 tentang Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bangka Selatan;
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Mengingat

‘n

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4033);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan
Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4268);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor
17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun
2016 Nomor 17), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor
S);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR 51
TAHUN 2020 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA  NEGARA DI  LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka
Selatan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten
Bangka Selatan Tahun 2020 Nomor 51), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 57
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Bangka Selatan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Daerah
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023 Nomor 57), diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:
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Pasal 2

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan
LHKPN.
(2)  Penyelenggara Negara yang wajib

menyampaikan LHKPN di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan terdiri

dari :

a. Bupati;

b. Wakil Bupati;

c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

d. Direksi, Komisaris, dan Pejabat Struktural
lainnya pada Badan Usaha Milik Daerah
serta anak Perusahaan Badan Milik Daerah;

e. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)

dan atau Pengguna Anggaran,;

Pejabat Administrator (Eselon III);

Camat;

Staf Khusus;

Ajudan
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Kepala Desa;
Pejabat Fungsional Auditor;

Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara
Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD);

. Pejabat Pembuat Komitmen,;
Pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang
/Jasa (UKPBJ);

0. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat

Daerah;
p. Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara

ol -

Penerimaan Perangkat Daerah,;

q. Pejabat yang mengeluarkan perizinan; dan

r. Penyelenggara Negara  tertentu atas
permintaan KPK.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 3
(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan
LHKPN kepada Komisi yakni pada saat:
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a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara
pada saat pertama kali menjabat;

b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun
sebagai Penyelenggara Negara;

c. pengangkatan kembali sebagai
Penyelenggara Negara setelah berakhirnya
masa jabatan atau pensiun; atau

d. masih menjabat.

(2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a sampai dengan huruf c¢ wajib
disampaikan dalam jangka waktu paling lambat
2 bulan terhitung sejak:

a. saat pengangkatan pertama;

b. berakhirnya jabatan atau pensiun; atau

c. pengangkatan kembali setelah berakhirnya
masa jabatan atau pensiun sebagai
Penyelenggara Negara.

(3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d wajib disampaikan secara periodik
setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta
Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun
laporan.

(4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
wajib disampaikan dalam jangka waktu paling
lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

(5) Peraturan Bupati ini juga berlaku bagi calon
Penyelenggara Negara yang berdasarkan
peraturan perundang-undangan diwajibkan
untuk melaporkan Harta Kekayaannya sebelum

menjadi Penyelenggara Negara.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka
Selatan.

Ditetapkan di Toboali

pada tanggal 74 Oktober 2025

BUPATI BANGKA SELATAN,

i

b '\“ /¥
RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali

pada tanggal 24 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANGKA SELATAN,

HEFI NURANDA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 72
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